
 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IA 
NOMOR : 1278/KPA.W11-A30/SK.HK1.2.5/VI/2024 

 

TENTANG 
 

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IA 

  
KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IA 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan 

membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan 

terhadap Pengadilan Agama Mungkid, perlu meningkatkan 

kualitas pelayanan Pengadilan yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel; 

  b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi 

dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian perlu 

dibuatkan maklumat pelayanan di masing bagian pada 

Pengadilan Agama Mungkid; 

  c. Bahwa pentingnya Maklumat Pelayanan dimaksud, bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh 

Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian 

terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Agama 

Mungkid; 

  d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada angka a, b dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan 

Ketua Pengadilan Agama Mungkid tentang Perberlakukan 

Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Mungkid; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

  5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik; 

  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 



Negara 

  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

2/144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 

  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2013 tentang Standar Pelayanan 

Pengadilan; 

  11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 

tentang Penerimaan Tamu; 

  12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.06 Tahun 2010 

tentang Intruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada 

kalangan Pengadilan; 

  13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 

 1.  14. Surat Keputusan Direktur Jendral badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang 

pedoman pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan 

Agama; 

   

  MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID TENTANG 

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN 

AGAMA MUNGKID TAHUN 2024. 

KESATU : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian 

pada Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

KEDUA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan 

Agama Mungkid untuk mematuhi Keputusan ini dengan penuh 

tanggung jawab. 

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat 

keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya; 

   

 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
Pada tanggal  13 Juni 2024 
 

Ketua,  
 
 
 
 
Khairunnas 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PENGADILAN AGAMA MUNGKID 

MAKLUMAT PELAYANAN 

Nomor: 1278/KPA.W11-A30/SK.HK1.2.5/VI/2024 

 

“Dengan Ini Kami Seluruh Aparatur 

Pengadilan Agama Mungkid Menyatakan 

Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai 

Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, 

Apabila Tidak Menepati Janji atau Terjadi 

Penyimpangan Siap Menerima Sanksi Sesuai 

Ketentuan Yang Berlaku” 

 

 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
Pada tanggal  13 Juni 2024 
 

Ketua,  
 
 
 
 
Khairunnas 

 
 
 


